KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUR
NOMOR : 188.50/6° /STR-SWL/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DUSUN KAMPUNG BARU

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SANTUR KECAMATAN BARANGIN

Menimbang

Mengingart

KOTA SAWAHLUNTO
KEPALA DESA SANTUR,

bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kota Sawahlunto,
perlu mengangkat Kepala Dusun Kampung Baru di
lingkungan Pemerintah Desa Santur Kecamatan
Barangin Kota Sawahlunto;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan
Kepala Dusun Kampung Baru di Lingkungan
Pemerintah Desa Santur Kecamatan Barangin Kota
Sawahlunto.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah
Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Solok (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomeor 6 Tahun 2014
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tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Peraturan Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168,Tambahan Lembaran Nagara Republik
Indonesia Nomor 5558) sehagaimana telah diuhah
kedua  kalinya  terakhir dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Peraturan Dana Desa yvang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah kedua kalinya terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah scbagaimana telah diubah kedua kalinya
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 42);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU
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Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 56)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun
2016 Nomor 14),

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015
Nomor 17);

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2016 Nomor 31);

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun
2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Kota Sawahlunto (Berita Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 84 Tahun
2019 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Cuti di
Lingkungan Pemerintah Desa Kota sawahlunto.

Surat Pemerintahan Desa Santur Nomor
100/268/Pem-Str/2023 tanggal 06 Oktober 2023
tentang Permohonan Rekomendasi Calon Kepala
Dusun Kampung Baru Desa Santur;

Surat Camat Kecamatan Barangin Nomor
100/872/Pem-Brgn /2023 tanggal 11 Oktober 2023
tentang Rekomendasi Calon Kepala Dusun.

MEMUTUSKAN :

Mengangkat Kepala Dusun Kampung Baru di Lingkungan
Pemerintah Desa Santur Kecamatan Barangin Kota
Sawahlunto yaitu :



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Nama : FADZLY ALDIA RIEFKY.S, S.IP
Tempat Tanggal Lahir : Solok, 23 Desember 1995

Pendidikan : S1-Ilmu Politik
Alamat © Dusun Kampung Baru Desa
Santur

Tugas dan Fungsi Kepala Dusun berpedoman pada
Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Kota Sawahlunto;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja
Desa Santur;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Santur pada
tanggal 29 Oktober 2023
KEPALA DESA/SANTUR,

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Analk Kota
Sawahlunto di Sawahlunto;

e AP

. Camat Barangin di Santur;

. Ketua BPD Santur di Santur;
. Ketua LPM Santur di Santur;
. Yang bersangkutan.



